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Pasca Penetapan Eks Jampidsus sebagai Tersangka

Yusril Tegaskan Tak Ada
ang Kebal Hukum

Jakarta, MIMBAR - Menteri Koordi- ) .

nator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, Ke] agung Terlma

dan Pemasyarakatan (Menko Kumham .
Barang Bukti 74 Kg

dan Uang Asing

Imipas), Yusril Ihza Mahendra, me-
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menerima

negaskan bahwa proses hukum yang
berkaitan dengan mantan Jaksa Agung

semua barang bukti terkait kasus dugaan korupsi
dan TPPU yang menjerat mantan Jaksa Agung

Muda Tindak Pidana Khusus (Jampid-

sus) harus dijalankan secara profesion-
al, transparan, dan berpedoman pada

Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus)

Febrie Adriansyah sebagai tersangka dari pihak

kepolisian.

ketentuan hukum yang berlaku.
Kabag Ops Kortas Tipikor Polri Kombes Ah-

mad Yusuf mengatakan, pelimpahan barang bukti
dilakukan menyusul penyerahan kasus Febrie ke
Kejagung pada Sabtu 11 Juli lalu.
"Jadi secara bertahap seluruh administrasi :
penyidikan berikut barang bukti akan diserahkan Kap Olrl TegaSkan
kepada Kejagung untuk ditindaklanjuti," ujarnya
kepada wartawan, dikutip Senin (13/7).

Yusuf mengatakan pelimpahan perkara juga POlri' Kei aks aan SOlid

merupakan hal yang biasa karena ada Memo-

rant_ium of Understandl.ng (MoU)) antara Polri, Jakarta, MIMBAR - Kapolri Jenderal Listyo Sigit
Ke]"aksaz.in Agung (Kejiagung) dan KP K Prabowo menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di
Polri + KPK + Kejaksaan memiliki MoU. Kantor Kejagung, Jakarta Selatan. Jenderal Sigit memas-
Jadi pelimpahan perkara, dan lain-lain ada- tikan tidak ada masalah antara Polri dan Kejagung.
lah hal yang biasa. KPKJ‘_J%a e SIDCIVIS "Yang jelas saya pastikan di sini, apalagi kita hadirin
perkara ini sampai selesai," katanya. bersama antara Bapak Jaksa Agung dan seluruh pejabat
utama Adhiyaksa. Saya didampingi Wakapolri dan
W Bersambung ke Hal 11 pejabat utama Mabes Porli, tentunya kami sama-sama
sepakat dan menyampaikan kepada seluruh jajaran bah-
2 wa tidak ada masalah di antara 2 institusi," kata Kapolri
di Kejagung, Senin (13/7/2026).
Jenderal Sigit menyebut Polri dan Kejagung sepakat
untuk terus bersilaturahmi. Menurutnya, hasil pertemuan
.dengan Jaksa Agung itu juga akan ditindaklanjuti oleh

ernyataan tersebut disampaikan
Yusril saat melakukan kun-
jungan kerja di Kabupaten
Sumedang, Jawa Barat, Senin
(13/7/2026), menyusul perhatian publik
terhadap proses penanganan perkara
yang kini telah dilimpahkan kepada

B Bersambung ke Hal 11

KEPOLISIAN menggandeng PT Pegadaian
(Persero) untuk melakukan pengecekan kadar
emas batangan seberat 74 kg yang disita dari
perkara korupsi yang menyeret mantan
Jampidsus Kejagung Febrie Adri-
ansyah.

Emas batangan tersebut
!’./: . disita dari rumah di wilayah

B Bersambung ke Hal 11

B Bersambung ke Hal 11
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— ‘}\H\ Hinca: Hoaks Itu

Medan, MIMBAR - Kelangkaan BBM
tengah melanda Kota Medan. Sejumlah Stasiun

Imsak : 04:50 WIB Ashar : 15:59 WIB Y : L

Subuh : 05:00 WIB Maghrib  : 18:43 WIB Ee“bgm%n BlaharlllBakar Url‘:““i (SPB.H.) di B Jakarta, MIMBAR - Anggota Komisi

Zuhur : 12:33 WIB Isya : 19:57 WIB erbagai wilayah, termasuk Jalan Williem ‘., I1I DPR dari Fraksi Partai Demokrat Hinca
B Untuk kota Medan sekitarnya Iskandar, Jalan Brigjen Katamso, dan kawasan ! Panjaitan memastikan isu DPR meno-

Simpang Pos, kehabisan stok untuk berbagai
jenis BBM seperti Pertalite, Pertamax, dan Bio
Solar. Akibatnya, antrean kendaraan mengular
hingga berjam-jam.

Masalah ini dipicu oleh terganggunya rantai

lak RUU Perampasan Aset dari pemerintah
tidak benar alias hoaks.

Hinca mengaku heran isu tersebut ber-
embus di media sosial. Padahal, rapat-ra-
pat RUU Perampasan Aset masih berjalan
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B Bersambung ke Hal 11

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum,

HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril [hza Ma- Oleh: Masrin
hendra, bahwa proses hukum terhadap mantan Jaksa o 1 BULAN
Agung Muda Tindak Pidana Khu- Ternyata persoalan terbesar dalam Program Makan Bergizi 12 BULAN =
sus (Jampidsus) harus dilakukan Gratis bukan hanya persoalan menu. Saya sempat mengira TERSEDIA DI

i debatan hanya akan berkisar pada ukuran porsi, kandungan LayeCis!
secara profesional, transparan, perdeba any p porsi, ngaj . reader
dan bebas dari intervensi meru- ¢ A% == protein, kualitas bahan makanan, atau standar gizi yang diterima
pakan penegasan yang patut ' . anak-anak.

’,f—.} Namun semakin lama saya mengikuti perkembangan program
ini, semakin saya menyadari bahwa persoalannya mungkin jauh
aparat penegak hukum, tetapi lebih besar. Persoalannya bukan hanya makanan. Persoalannya
juga menjadi pesan kepada adalah uvang. Dan jumlahnya tidak sedikit.

seluruh masyarakat bahwa negara | Program Makan Bergizi Gratis bukanlah program kecil yang
tidak boleh tunduk pada kekuasaan

diapresiasi. Pernyataan tersebut
tidak hanya ditujukan kepada

-

B Memang gak ada ya...
B Hehehe..

|
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Yusril Tegaskan Tak Ada yang Kebal HuKkum ................ccuueuee...

Dari Halaman 1

Kejaksaan Agung.

Bebas Intervensi

Menurut Yusril, setiap aparat penegak hukum
memiliki tanggung jawab menjaga independensi
dalam menangani perkara, terlebih jika kasus
tersebut melibatkan mantan pejabat dari institusi
penegak hukum sendiri.

Ia menilai profesionalisme menjadi faktor
utama untuk memastikan proses penyidikan ber-
langsung objektif sekaligus menjaga kepercayaan
masyarakat terhadap sistem peradilan.

Yusril mengingatkan bahwa kewenangan yang
dimiliki aparat penegak hukum harus dijalankan
sesuai aturan perundang-undangan tanpa dipen-
garuhi kepentingan apa pun.

Dalam keterangannya, Yusril menyebut perkara

tersebut menjadi tantangan besar bagi institusi
penegak hukum karena akan menjadi tolok ukur
komitmen negara dalam memberantas tindak
pidana korupsi.

“Ini merupakan ujian bagi kita semua. Hukum
harus ditegakkan dengan keberanian dan keyaki-
nan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,”
katanya.

Ia menegaskan bahwa latar belakang seseorang
tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat
proses hukum apabila telah terdapat mekanisme
yang mengatur penanganannya.

Setara di Mata Hukum

Yusril juga menekankan bahwa penegakan hu-
kum harus berlaku sama bagi setiap warga negara,
termasuk terhadap pejabat maupun mantan pejabat
lembaga negara.

Menurutnya, Indonesia telah beberapa kali

menangani perkara yang melibatkan pejabat tinggi
dari berbagai institusi sehingga proses hukum
terhadap mantan aparat penegak hukum bukanlah
hal baru.

Karena itu, ia meminta seluruh aparat yang
menangani perkara tetap mengedepankan asas
profesionalitas, objektivitas, dan praduga tak ber-
salah selama proses penyidikan berlangsung.

Masyarakat Diminta Ikut Mengawal

Di akhir keterangannya, Yusril mengajak
masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya proses
hukum melalui mekanisme yang sehat dan sesuai
koridor hukum.

la berharap setiap lembaga menjalankan tugas
sesuai kewenangannya sehingga proses penegakan
hukum dapat berlangsung transparan, adil, dan
memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
(bes/js)

Polri Gandeng Pegadaian .............uueeeeesveeceenennneeeeeccssscccennnns

Dari Halaman 1

Sentul, Bogor, Jawa Barat yang diakui Febrie
sebagai kediaman pribadinya.

"Hari ini penyidik dari Joint Investigation
bersama penyidik dari Kejaksaan Agung dan
Pegadaian akan melakukan uji terkait tentang ba-
rang bukti yang ada, pada hari ini terkait tentang
barang bukti emas yang ditemukan 74 keping atau
dengan disetarakan dengan 74 kilogram," kata
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi
Hermanto kepada wartawan, Senin (13/7).

Dalam kesempatan sama, Kepala Departe-

men Operasional G-Lab PT Pegadaian, Rubika
Giovani Malewa menyampaikan pihaknya sudah
melakukan pengecekan awal terhadap emas
batangan tersebut. Dia mengatakan pihaknya akan
mengecek keaslian dan berat emas tersebut.

"Dari kami PT Pegadaian akan melakukan pen-
gujian secara teknis terhadap barang bukti berupa
emas yang tadi sudah kami lakukan cek awal
berupa 74 keping mungkin sekitar satu kepingnya
itu seberat 1 Kg," tutur dia.

Rubika menerangkan dalam prosesnya,
pihaknya melakukan pengecekan terkait sejumlah
hal. Mulai dari keaslian hingga kualifikasinya.

"Untuk yang diuji yang pertama kita identifika-
si keasliannya kedua baru kita cari kualifikasinya
yaitu kadarnya dan juga beratnya," ucap dia.

Sebelumnya, Korps Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri resmi
melimpahkan penanganan tiga perkara dugaan
korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU)
ke Kejaksaan Agung.

Pelimpahan itu dilakukan setelah penyidik
menetapkan dua orang tersangka yakni Don Ritto
selaku pihak swasta dan mantan Jaksa Agung
Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Adri-
ansyah. cnni/js)

Kejagung Terima Barang Bukti 74 Kg dan Uang ...............e.......

Dari Halaman 1 ledahan di sejumlah lokasi: 5. THB 33.100
Rumah di Sentul, Kabupaten 6. TRY 4.020

Yusuf meyakinkan penanganan Bogor 7.CNY 1.223
kasus tersebut akan dilakukan secara 1. 74 kg emas batangan 8. JPY 152.000
transparan meskipun kini diproses 2.US$4.767.300 9. RM 212
oleh Kejagung. Karenanya, ia mem- 3. Sin$14.083.800 10. INR 1.600
inta agar seluruh elemen masyarakat 4. Rp100.000.000 11. AED 640
bisa memberi masukan dan menga- 5. Foto keluarga 2 bingkai 12. KRW 61.000
wal kasus itu hingga tuntas. Koin Money Changer Cipete, 13. GBP 40

"Tidak perlu khawatir. Proses Jakarta Selatan 14. BND 10
penanganan perkara Insyaa Al- 1. Rp4.462.365.000 15. VND 150
lah profesional dan transparan,” 2.US$84.356 16. NZD 100
imbuhnya. 3. SAR 17.595

Barang bukti dalam hasil pengge-

4. Sin$83.394

Jakarta Selatan

Kafe de'Clan Signature di Cipete,

1. Sin$3.130.000

2. US$889.965

3. Rp259.159.000

Rumah di Cilandak, Jakarta
Selatan

1. Rp520.000.000

2. US$133.000

Sebelumnya Korps Pemberan-
tasan Tindak Pidana Korupsi (Kor-
tastipidkor) Polri resmi melimpah-
kan penanganan tiga perkara dugaan
korupsi dan tindak pidana pencucian
uang (TPPU) ke Kejaksaan Agung.
.(cnni/js)

Kota Medan Alami Kelangkaan BBM ...............ceeeeeeeeennnen.

Dari Halaman 1

distribusi dan banyaknya Delivery Order (DO)
dari pihak SPBU ke Pertamina yang belum terealisasi.
Banyak SPBU terpaksa tutup sementara karena tangki
penyimpanan kosong.

Situasi ini juga memicu kemacetan parah di ruas-
ruas jalan utama di Kota Medan.

Saat ini, pihak pengusaha SPBU mendesak
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut untuk
memberikan penjelasan transparan terkait keter-
lambatan pasokan, dan pihak Pertamina dilaporkan se-
dang berupaya memulihkan serta menambah armada
distribusi.

Seperti yang terlihat di SPBU Singapore Station,
di Jalan Brigjen Katamso. Siang kemarin, BBM dari
berbagai jenis kosong di tempat itu dan belum diper-
oleh informasi kapan Pertamina akan mengisi ulang
kembali.

"Belum tahu kami kapan pengiriman kembali
BBM-nya ke SPBU kami," kata seorang petugas
SPBU di tempat itu.

Para pemilik kendaraan bermotorpun bingung
melihat kelangkaan BBM yang terjadi di Medan.

"Apakah ini pertanda negeri ini sedang tidak baik-
baik saja," katanya.

Pemko Medan Diminta Turun Tangan

Terpisah, Anggota Komisi 1 DPRD Kota Medan,

Robi Barus SE M.AP, meminta Pemerintah Kota
(Pemko) Medan untuk turun tangan mengatasi kel-
angkaan BBM di Kota Medan. Pasalnya, kelangkaan
BBM tidak hanya terjadi pada BBM bersubsidi seperti
Bio Solar dan Pertalite, tetapi juga pada BBM non
subsidi seperti Pertamax 92.

"Saat ini kelangkaan BBM di Medan tidak hanya
terjadi pada BBM bersubsidi saja, tetapi BBM non
subsidi seperti Pertamax 92 juga sudah mulai langka
di sejumlah SPBU. Kondisi kelangkaan BBM di Kota
Medan yang terjadi saat ini sudah sangat menyusah-
kan dan merugikan masyarakat, maka Pemko Medan
tidak boleh tinggal diam," ucap Robi Barus, Senin
(13/7/2026).

Robi Barus pun meminta Pemko Medan untuk
segera berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk
mengetahui penyebab terjadinya kelangkaan BBM di
Kota Medan.

"Masyarakat berhak untuk tahu, apa yang sebe-
narnya terjadi sehingga BBM di Kota Medan menjadi
langka. Sampai kapan kondisi ini akan berlangsung,
dan apa solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi
masalah ini. Pemko Medan tidak boleh diam saja
melihat situasi ini," ujarnya.

Dijelaskan Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan itu,
Pemko Medan harus mendorong Pertamina untuk
memastikan ketersediaan pasokan BBM Subsidi
dan Non Subsidi ke seluruh SPBU yang ada di Kota
Medan. Sebab, bila kondisi kelangkaan BBM ini terus

berlangsung, maka kerugian masyarakat akan semakin
besar, baik kerugian secara materil maupun immateril.

"Sejak BBM langka di Kota Medan, ada
berapa sopir angkot, driver ojol, dan masyarakat
lainnya yang mengalami kerugian besar secara
ekonomi. Transportasi itu adalah urat nadi pere-
konomian, sementara alat transportasi mem-
butuhkan BBM untuk terus bergerak. Ini baru
kerugian secara materil saja," katanya.

Sementara secara immateril, Robi Barus men-
egaskan, banyaknya masyarakat yang mengeluhkan
kemacetan parah di sejumlah ruas jalan akibat antrean
panjang kendaraan yang ingin mengisi BBM pada
SPBU-SPBU di Kota Medan.

"Masyarakat juga mengeluhkan banyaknya waktu
yang terbuang hanya untuk mengantre pengisian
BBM. Kemacetan parah karena antrean di SPBU juga
sangat menggangu pengguna jalan lainnya, ini semua
harus menjadi perhatian Pemko Medan," tegasnya.

Terkhusus masalah kemacetan akibat antrean BBM
pada sejumlah SPBU, Robi Barus meminta Dinas Per-
hubungan Kota Medan untuk membantu kelancaran
arus lalulintas.

"Jangan biarkan masyarakat yang sudah susah
mendapatkan BBM jadi semakin susah karena tidak
adanya petugas yang mengatur lalulintas saat kemac-
etan terjadi akibat antrean pengisian BBM di SPBU.
Dishub Medan harusnya bisa mengambil peran dalam
hal ini," tutupnya.(A-10)

Ketika Sepiring Nasi Menjadi Ladang Bisnis .........ccccce....

Dari Halaman 1

dikelola dengan anggaran seadanya. la adalah
salah satu program terbesar yang pernah dijalan-
kan negara. Artinya, di balik setiap piring yang
sampai ke tangan anak-anak, ada aliran uang yang
bergerak dalam jumlah yang sangat besar.

Ada bahan baku yang dibeli. Ada dapur yang
dioperasikan. Ada kendaraan yang digunakan. Ada
tenaga kerja yang dibayar. Ada pengelola yang
ditunjuk. Ada kontrak yang dibuat. Dan ada pihak-
pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi dari
seluruh aktivitas itu.

Sampai di titik ini sebenarnya tidak ada yang
salah. Justru sebuah program negara memang
harus menggerakkan ekonomi. Masalah mulai
muncul ketika publik tidak lagi mengetahui secara
jelas siapa yang mengelola, bagaimana mereka
dipilih, dan bagaimana pengawasannya dilakukan.

Semakin besar uang yang beredar, semakin
besar pula kebutuhan akan transparansi. Sebab se-
jarah bangsa ini mengajarkan satu pelajaran yang
tidak boleh dilupakan.

Korupsi tidak selalu dimulai dari niat mencuri.
Sering kali ia dimulai dari kesempatan. Kesem-
patan yang muncul ketika pengawasan lemah.
Kesempatan yang muncul ketika publik tidak me-
miliki akses terhadap informasi. Kesempatan yang
muncul ketika terlalu banyak orang percaya bahwa
sebuah program pasti berjalan baik hanya karena
tujuannya baik. Padahal tujuan baik tidak otomatis
menghasilkan tata kelola yang baik.

Saya mulai bertanya-tanya ketika melihat be-
gitu banyak pihak berlomba-lomba menjadi bagian
dari ekosistem MBG. Ada yayasan. Ada lembaga
pendidikan. Ada kelompok masyarakat. Ada berba-
gal institusi yang ingin terlibat dalam pengelolaan
SPPG.

Pertanyaannya sederhana. Mengapa begitu
banyak pihak tertarik masuk? Apakah semata-mata
karena ingin membantu memperbaiki gizi anak-
anak Indonesia? Ataukah karena mereka melihat
adanya peluang ekonomi yang sangat besar?

Pertanyaan itu menjadi semakin tajam ketika
muncul berbagai pemberitaan yang membuat pub-
lik gelisah. Pasca penangkapan Kepala BGN dan
Wakilnya, program ini mulai terlihat bukan lagi

sebagai kebijakan sosial semata, melainkan seperti
bancakan yang diperebutkan banyak tangan.

SPPG yang seharusnya menjadi instrumen
pelayanan justru mulai dipersepsikan sebagai ko-
moditas jualan. Ada kabar bahwa setiap satu SPPG
dipatok dengan angka yang fantastis, bahkan
mencapai ratusan juta rupiah per titik.

Jika benar demikian, maka yang sedang terjadi
bukan lagi sekadar pengelolaan program. Yang
sedang terjadi adalah komersialisasi atas akses
terhadap program. Lebih mengkhawatirkan lagi,
muncul pula dugaan adanya komisi dari setiap pir-
ing menu yang disajikan, dikalikan dengan jumlah
total kuota yang menjadi jatah masing-masing
SPPG. Artinya, semakin besar kuota, semakin
besar pula ruang keuntungan.

Dan ketika keuntungan mulai dihitung dari jum-
lah piring, maka fokus program perlahan bergeser.
Yang semula bernama pelayanan publik berubah
menjadi kalkulasi bisnis. Yang semula bernama
pemenuhan gizi berubah menjadi perhitungan mar-
gin. Yang semula bernama tanggung jawab negara
berubah menjadi peluang rente.

Di titik inilah kecemasan publik menjadi sangat
wajar. Sebab jika benar ada penerima MBG fiktif,
maka persoalannya bukan lagi sekadar kebocoran
administratif. Itu berarti ada uang negara yang
dibayarkan untuk sesuatu yang tidak pernah benar-
benar ada. Ada porsi yang dilaporkan, tetapi tidak
pernah sampai. Ada nama yang tercatat, tetapi
tidak pernah menerima. Ada angka yang masuk
laporan, tetapi tidak pernah hadir dalam kenyataan.

Dan dalam sistem seperti itu, kebohongan tidak
lagi berdiri sendiri. Ia menjadi bagian dari me-
kanisme. Ia menjadi bagian dari rantai. Ia menjadi
bagian dari cara kerja.

Kecemasan itu semakin bertambah ketika dari
sejumlah pemberitaan muncul informasi bahwa
pemilik SPPG ternyata berkaitan dengan para
elit politik dari partai tertentu. Jika informasi itu
benar, maka publik berhak bertanya lebih keras.
Apakah program ini benar-benar dirancang untuk
memperbaiki gizi anak-anak? Ataukah sejak awal
ia sudah dibayangkan sebagai proyek yang bisa
dibagi-bagi?

Sebab ketika akses terhadap program di-
kuasai oleh lingkaran kekuasaan, maka yang

lahir bukan lagi pelayanan publik yang sehat.
Yang lahir adalah patronase. Yang lahir adalah
pembagian jatah. Yang lahir adalah kesan bahwa
negara sedang membuka ladang baru untuk
diperebutkan oleh mereka yang paling dekat
dengan pusat kuasa.

Dan di situlah letak masalah paling serius dari
MBG. Bukan pada niat awalnya. Bukan pada
slogan-slogannya. Bukan pada pidato-pidato yang
terdengar mulia. Tetapi pada kenyataannya bahwa
program sebesar ini bisa berubah menjadi ruang
transaksi, ruang komisi, ruang pembagian kuota,
dan ruang permainan kepentingan.

Saya tidak ingin tergesa-gesa menyimpulkan
semuanya. Tetapi saya juga tidak ingin pura-pura
tidak melihat tanda-tanda yang membuat publik
semakin curiga.

Sebab jika benar ada SPPG yang diperjualbe-
likan, jika benar ada komisi per piring, jika benar
ada penerima fiktif, dan jika benar ada jejaring
elit politik yang menguasai titik-titik pengelolaan,
maka sulit bagi siapa pun untuk masih menyebut
program ini murni sebagai kebijakan sosial.

Ia akan lebih tampak seperti proyek besar yang
dibungkus dengan bahasa kemanusiaan. Dan itu
sangat berbahaya. Karena ketika proyek dibungkus
sebagai kebaikan, kritik sering dianggap sebagai
gangguan.

Padahal justru di situlah kritik paling dibu-
tuhkan. Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan
hanya uang negara. Yang dipertaruhkan adalah
masa depan anak-anak yang seharusnya menerima
makanan bergizi, bukan sisa dari permainan kuasa.

Semakin lama saya memikirkan MBG, se-
makin saya menyadari bahwa persoalan terbesar
mungkin bukan apakah makanan itu sampai
kepada anak-anak. Persoalan terbesarnya adalah
memastikan bahwa setiap rupiah yang diambil
dari kantong rakyat benar-benar berakhir di pir-
ing anak-anak.

Bukan berhenti di tengah jalan. Bukan me-
nyusut dalam perjalanan. Bukan berubah menjadi
komisi. Bukan berubah menjadi rente. Bukan beru-
bah menjadi keuntungan bagi segelintir orang yang
kebetulan berada dekat dengan sumber kekuasaan.

Sebab tujuan MBG adalah memberi makan
anak-anak. Bukan memberi makan proyek.

Kapolri Tegaskan .............
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jajarannya di tingkat provinsi dan kabupaten.

"Karena kita menyadari bahwa banyak agenda-agenda
program pemerintah yang harus kita jaga, harus kita
kawal, karena ini semuanya tentu harapan kita semua
menjadi program yang bermanfaat untuk masyarakat
yang membuat Indonesia jauh lebih baik dan tentunya itu
ditentukan solidotas dan sinergitas yang lebih kuat," ucap
Kapolri.

"Sekali lagi tidak pernah ada masalah antara Kejaksaan
dan Kepolisian," imbuhnya.

Senada dengan Kapolri, Jaksa Agung juga menegas-
kan bahwa pihaknya akan terus bersinergi dengan Polri.
Menurutnya, Kejaksaan dan Polri memiliki tujuan yang
sama untuk masyarakat.

"Kita ini satu kesatuan tujuannya adalah memberi
rasa aman di masyarakat, memberi satu rasa hadir di
masyarakat, kami mempunyai tujuan yang sama dan kami
tidak bisa dipisahkan pisahkan," tegasnya.(det/js)

Hinca: Hoaks Itu .............
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di Komisi II1.

"Lah, wong kami aja tadi sedang jalan. Makanya saya
bingung juga dari mana itu berita? Sampai ada gambar
meme gitu, hoaks itu ya," kata Hinca di kompleks parle-
men, Senin (13/7).

Hinca menyebut rapat dengar pendapat umum atau
audiensi soal RUU Perampasan Aset telah berjalan lebih
dari puluhan kali dengan mengundang pakar dan praktisi.

Klaim Hinca, RUU Perampasan Aset telah dibahas
dengan detail dan bisa rampung tahun ini. .(cnni/js)

slicygcing )
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Ujian Kesetaraan
Hukum
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individu, melainkan pada supremasi hukum.

Kasus yang melibatkan mantan pejabat penegak
hukum selalu memiliki dimensi yang lebih kompleks
dibanding perkara biasa. Di satu sisi, masyarakat berharap
hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Di sisi lain, ter-
dapat kekhawatiran akan munculnya konflik kepentingan
karena yang diperiksa berasal dari lingkungan institusi
penegak hukum sendiri. Karena itu, transparansi menjadi
syarat mutlak agar proses hukum tidak menimbulkan
spekulasi ataupun kecurigaan publik.

Selama ini, salah satu kritik terbesar terhadap pen-
egakan hukum di Indonesia adalah munculnya kesan
bahwa hukum masih tajam ke bawah, tetapi tumpul ke
atas. Persepsi tersebut terbentuk dari berbagai kasus yang
dianggap berjalan lambat ketika melibatkan tokoh ber-
pengaruh. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap
institusi hukum mengalami pasang surut. Padahal, keper-
cayaan publik merupakan modal utama dalam memban-
gun negara hukum yang demokratis.

Dalam konteks inilah pernyataan Yusril menjadi
penting. Penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi
kedekatan, jabatan, ataupun tekanan politik. Aparat
penegak hukum harus bekerja berdasarkan alat bukti,
fakta persidangan, dan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Tidak boleh ada perlakuan istimewa, tetapi
juga tidak boleh ada upaya kriminalisasi. Keadilan hanya
dapat diwujudkan apabila hukum berdiri di atas prinsip
objektivitas.

Prinsip equality before the law atau persamaan di
hadapan hukum merupakan fondasi negara hukum mod-
ern. Konstitusi Indonesia menjamin bahwa setiap warga
negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.
Artinya, mantan pejabat tinggi, aparat penegak hukum,
maupun masyarakat biasa memiliki hak dan kewajiban
yang sama dalam proses peradilan. Tidak ada kekeba-
lan hukum bagi siapa pun ketika terdapat dugaan tindak
pidana yang memenuhi unsur hukum.

Namun demikian, penegakan hukum juga harus tetap
menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Seseorang
tidak dapat dinyatakan bersalah hanya karena opini publik
atau pemberitaan media.

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap menjadi satu-satunya dasar untuk menyatakan
seseorang bersalah. Karena itu, masyarakat perlu menga-
wal proses hukum secara kritis, tetapi tetap menghormati
proses peradilan yang sedang berlangsung.

Dalam perspektif Islam, keadilan merupakan nilai
yang tidak boleh dikompromikan. Allah Swt. berfirman
dalam Surah An-Nisa ayat 135 agar orang-orang beri-
man menjadi penegak keadilan sekalipun terhadap diri
sendiri, orang tua, maupun kerabat. Ayat tersebut menga-
jarkan bahwa keadilan harus berada di atas kepentingan
pribadi dan kelompok. Nabi Muhammad saw. juga pernah
menegaskan bahwa seandainya putrinya, Fatimah, men-
curi, maka beliau sendiri yang akan menegakkan hukum
terhadapnya. Pesan moral ini menunjukkan bahwa hukum
tidak boleh mengenal diskriminasi.

Penanganan perkara yang melibatkan mantan Jampid-
sus sesungguhnya bukan hanya menguji integritas Ke-
jaksaan Agung, melainkan juga menguji kualitas sistem
hukum Indonesia secara keseluruhan. Publik akan melihat
apakah institusi penegak hukum benar-benar mampu
membersihkan dirinya sendiri dengan penuh keberanian
dan profesionalisme.

Apabila proses hukum berjalan transparan, objektif,
dan bebas intervensi, kepercayaan masyarakat akan
meningkat. Sebaliknya, apabila muncul kesan adanya
perlindungan terhadap kelompok tertentu, maka krisis
kepercayaan akan semakin sulit dipulihkan. Hukum tidak
cukup hanya ditegakkan, tetapi juga harus tampak diteg-
akkan secara adil.

Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya
diukur dari banyaknya orang yang ditangkap, tetapi juga
dari konsistensi negara dalam menerapkan prinsip persa-
maan di hadapan hukum. Ketika setiap orang diperlaku-
kan sama tanpa memandang jabatan dan kekuasaan, saat
itulah Indonesia menunjukkan diri sebagai negara hukum
yang sesungguhnya. Keberanian menegakkan hukum
secara adil adalah investasi terbesar untuk membangun
kepercayaan publik dan masa depan bangsa yang berin-
tegritas.



